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Pokok pikiran (tesis) dari penelitian ini adalah pelaksanaan otonomi desa sebagai upaya dalam
mengembangkan demokrasi di Desa terutama melalui suatu lembaga demokrasi yang Baru yaitu BPD, yang
untuk Desa Pergjin dimulai sgjak tahun 2001. Tesisini berupaya mempelajari pemikiran dari Toqueville
(dalam Juliantara, 2000), dan Maryati (2001) bahwa suatu pemerintahan yang tidak membangun institusi
pemerintahannya sampai ke tingkat daerah adalah pemerintahan yang tidak memiliki semangat demokrasi
karena tidak ada semangat kebebasan. Adapun ciri otonomi desaitu meliputi: (1) Kemampuan masyarakat
untuk memilih pemimpinnya sendiri; (2) Kemampuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan fungsinya; (3)
Kontrol masyarakat Desa terhadap jalannya Pemerintahan Desa; (4) Masyarakat mampu untuk
mempengaruhi keputusan desa.

Masalah yang diteliti adalah mengenai pembentukan BPD dan pelaksanaan fungsi BPD sebagai
implementasi otonomi desa apakah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi. Penelitian
dilakukan dengan metode studi kasus. Dengan desain penelitian deskriptif; dan pendekatan penelitian
kualitatif dari Moleong (2001). Unit analisis adalah kasus pembentukan dan pelaksanaan fungsi BPD Pergjin
selama kurun waktu 2001-2002. Data dikumpulkan melalui studi pustaka atau teknik dokumentasi,
pengamatan, dan wawancara mendalam dengan anggota BPD, Pemerintah Desa, Masyarakat pemilih,
Pemerintah Kecamatan, Pemerintah kabupaten, Panitia Pencal onan dan Pelaksanaan Pemilihan BPD Pergjin,
dan Masyarakat Desa Pergjin yang menjadi informan. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan: (1) Kebijakan otonomi desa sebagaimana yang tertuang dalam UU No.22
tahun 1999 merupakan peluang untuk mengembangkan demokrasi di desa, karena adanya perubahan
struktur kekuasaan dan pemisahan kekuasaan kepala desa selaku penyelenggara pemerintah desa dengan
BPD sebagai lembaga legidlatif di desa. Hal itu sgjalan dengan Lapera (2001:37-40), (2) Proses
pembentukan BPD berjalan cukup demokratis,berlangsung Luber dan tanpa campur tangan pemerintah desa
atau kecamatan, (3) Ketidaksiapan Pemerintah Desa menerima perubahan terutama dalam hal pelaksanaan
fungsi BPD, khususnya sebagai |embaga pengawas Pemerintah Desa dan pembuat peraturan desa. Dengan
demikian terlihat bahwa peranan Pemerintah Desa khususnya K epala Desa sangat penting dalam
pengembangan demokras di desamelalui BPD. Terutama pengertian dan kesadarannya terhadap kedudukan
BPD yang merupakan mitra sgjgjar dari Pemerintah Desa, dan fungsi BPD.

Adapun kontribusi dan yang membatasi Studi ini adalah: (1) Penelitian ini memberikan gambaran nyata
mengenai implementas dari otonomi desa dalam upaya mengembangkan demokrasi di Desa melalui BPD
baik pada proses pembentukannya ataupun pelaksanaan fungsinya. (2) Hasil studi ini dapat membantu
menentukan strategi yang digunakan dalam pembentukan dan pelaksanaan fungsi BPD. (3) Studi ini hanya
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membatasi spesifik-kasuistik, hanya membahas proses pembentukan BPD dan pelaksanaan fungsinya
sebagal implementasi dari otonomi desa khususnya dalam sebagai upaya mengembangkan demokrasi, dan
dilakukan pada satu Desa selama kurun waktu 2001-2002; hasilnya barangkali tidak dapat ditarik secara
umum dan berketanjutan, baik pada pembentukan BPD periode berikutnya ataupun pelaksanaan fungsi BPD
di masayang akan datang. Selain itu juga studi ini hanya melihat duafungsi dari BPD yaitu fungsi dalam
membuat peraturan desa dan pengawasan terhadap pemerintah desa, dari keseluruhan ataupun empat fungsi
yang dimilikinya.

Dari Penelitian ini direkomendasikan: (1) perlu adanya sosialisasi yang lebih efektif atau mengena kepada
masyarakat langsung, dan juga perlu dibangun komunikasi yang efektif antara warga dengan BPD juga
Pemerintah Desa. Hal itu sebagal upaya pendidikan politik kepada masyarakat desa terutama menyangkut
BPD sebagai lembaga demokrasi di Desa. (2) Perlu adanya pembekal an terhadap anggota BPD untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menjalankan fungsi dan tugas yang diemban. (3)
Untuk menghilangkan nilai-nilai tradisional yang masih melekat terutama budaya paternalistik dan sangat
dominannya kepala desa, maka K epala Desa dan perangkatnya harus ditanamkan kesadaran bahwa
keberadaan BPD bukanlah sebagai penghambat dalam pel aksanaan tugasnya ataupun membatas ruang
geraknya (4) Pemerintah Kabupaten harus memberi kejelasan mengenai persentase pembagian hasil dari
sumber daya alam yang berasal dari Desa. Dengan demikian Desa mempunyai sumber dana yang cukup
untuk membiayai rumah tangganya.



